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PERAN DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN DALAM KONSERVASI HUTAN 

MANGROVE DI KELURAHAN BERBAS 

PANTAI KECAMATAN BONTANG

 SELATAN KOTA BONTANG
Suriani 

Abstrak
.                                                                                        

Langkah kebijakan pemerintah Kota Bontang terkait pelaksanaan konservasi hutan mangrove yang didukung oleh Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan mangrove sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaan dari bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlaksana dengan baik, dengan indikasi ,antara lain: lemahnya penegakan hukum yang telah dibuat, tidak adanya pengawasan dan pemeliharaan setelah bibit pohon mangrove ditanam, kurangnya tingkat partisipasi dan pengetahuan masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove karena kurang maksimalnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, swasta, dan pemerintah
Kata Kunci : Pemerintah, Konservasi, Hutan Mangrove.
Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan tersebar memiliki potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut yang sangat besar. Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir dan laut menyediakan sumber daya yang produktif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya perikanan, terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Secara ekologis mangrove mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir.

Kota Bontang memiliki persoalan lingkungan cukup kompleks, khususnya yang terkait dengan persoalan pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bab III pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencengah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Ini semuanya bertujuan agar terjadi keserasian antara pembangunan, lingkungan hidup dan makhluk hidup termasuk manusia.

Mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem pesisir memegang peranan yang cukup penting, baik di dalam memelihara produktivitas perairan pesisir maupun di dalam menunjang kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Bagi wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove, terutama sebagai jalur hijau di sepanjang pantai/muara sungai sangatlah penting untuk suplai kayu bakar, nener/ikan dan udang serta mempertahankan kualitas ekosistem pertanian, perikanan dan permukiman yang berada di belakangnya dari gangguan abrasi, instrusi dan angin laut.

Kekhawatiran terus menurunnya kondisi hutan mangrove juga terjadi pada hutan mangrove di daerah pesisir pantai. Fenomena ini, jelas akan mengakibatkan kerusakan kualitas dan kuantitas potensi sumberdaaya ekosistem pesisir, di mana hutan mangrove itu berada serta menurunnya, bahkan hilangnya fungsi lindung lingkungan dari hutan mangrove tersebut. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan manfaat hutan mangrove yang rusak harus dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerusakannya yang kencang.
Rumusan permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana  Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dalam Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang?
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Kelurahan Berbas Pantai.Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan  penghambat dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Kelurahan Berbas Pantai.


Manfaat  penelitian adalah Memberi masukan-masukan kepada instansi yang terkait (stakeholder), sebagai bahan perimbangan dalam mengambil kebijakan dalam upaya pengelolaan hutan mangrove.Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan penelitian bagi peneliti lebih lanjut.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan refrensi bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian untuk mengenai peranan pemerintah pada bidang lingkungan khususnya berkaitan dengan konservasi hutan mangrove.

Kerangka Dasar Teori
Peran 
Peran menurut Veithzal Rivai (2003:148) ialah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. pemimpin didalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukanya sebagai seorang pemimpin.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.
Suatu peran mencakup 2 hal berikut yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam organisasi.

2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang didapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan organisasi. Posisi dalam organisasi merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu dalam organisasi. Peran lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuain diri dan sebagai aspek proses jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam organisasi serta menjalankan suatu peran.
Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris,Conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan.
Sedangkan menurut ilmu lingkungan, Konservasi adalah :

· Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.

· Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam

· (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kiamia atau transformasi fisik.

· Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan

· Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Konservasi (sumber Daya alam hayati ) adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas sanksi Nugroho R (2004:1-7)


Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahami secara utuh dan benar. 


Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaliknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Hutan Mangrove



Hutan mangrove berasal dari dua kata yakni hutan dan mangrove. Menurut Undang-undang No. 41 1999, hutan adalah lapangan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan mangrove menyatakan bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin di sepanjang pantai, muara sungai, delta, bagian yang terlindungi dari tanjung dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada kawasan tropis dan subtropis.



Menurut Arief ( 2003 ), mangrove adalah perpaduan antara kata mangue ( bahasa portugis ) yang berarti tumbuhan dan grove ( bahasa inggris ) yang berarti belukar atau hutan kecil. Masyarakat kita sering menerjermahkan mangrove sebagai komunitas hutan bakau,sedangkan bakau merupakan salah satu jenis dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan pasang surut tersebut. Ditambahkan oleh Arief (2001:42), hutan bakau merupakan suatu ekosistem yang unik dengan bermacam-macam fungsi, formasi hutan khas daerah tropika ini terdapat dipantai rendah yang tenang dan pantai-pantai yang berlumpur atau sedikit berfikir yang mendapat pengaruh pasang surut air laut.
Konservasi Hutan Mangrove



Salah satu langkah mengatasi ancaman dan pelestrarian hutan mangrove dapat dilakukan dengan upaya pelestarian atau konservasi sedini mungkin mendukung pernyataan tersebut Zoin (1998:93) menyatakan, bahwa konservasi adalah kegiatan pengelolaan, perlindungan,dan pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati, tanah, dan air yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap menjamin dan meningkatkan kualitas keanekargaman dan nilainya. 



Konservasi sumber daya alam berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1997 ( tentang pengelolaan lingkungan hidup ) adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.



Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tidak terbaharui (unrenewable resources) untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dalam Konservasi Hutan Mangrove
Menurut Sugandhy dan hakim (2007:2-3) untuk melaksanakan dan memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa alam di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturan ditentukan oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian maka :
a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan hidup, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.

b. Mengatur perbuataan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan atau subjek hukum lainnya, serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika.

c. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.

d. Mengembangankan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian berkewajiban :

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanan nasional pengelolaan lingkungan hidup, yang menjamin terpeliharanya dya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif, dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan day tampung lingkungan hidup.

f. Memanfaatkan dan mengembangka teknologi yang akrab lingkungan hidup.

g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskanya kepada masyarakat.

h. Memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengemukakan suatu jenis penelitian yang bersifat deskriftif, yaitu penelitian yang bermaksud mengadakan pecadaraan (deskriftif) mengenai situasi-situasi atau kegiatan-kegiatan, dalam arti ini penelitian deskriftif tersebut adalah akumulasi data dasar cara deskriftif semata-mata, tidak menerangkan hubungan tanpa menguji hipotesa. Dalam ini adalah mengenai pelaksanaan konservasi mangrove dalam mewujudkan Bontang Lestari di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang.


Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles, dan Michael Huberman (2007:20) bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup :

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

2. Penyederhanaan data (data Reduction), adalah proses memilih, mengfokuskan, menyederhakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. 

3. Penyajian data (data display), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemukinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman.
4. Penarikan kesimpulan (conclution darwing), adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam
Fokus Penelitian
Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dalam Konservasi Hutan Mangrove 
Pelaksanaan Pembinaan dalam Pemanfaatan Lahan di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Berbas Pantai Kota Bontang.
Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian bekerja sama dengan pihak swasta dan Kelurahan. Dan melalui program kebun bibit raya (KBR) yang membantu melakukan pemanfaatan lahan.

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
Memperhatikan kondisi lapangan dah hasil wawancara dengan dinas terkait serta masyarakat Kelurahan Berbas Pantai, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah kurang maksimal. Proses rehabilitasi hutan mangrove menggunakan sistem tender, pemerintah lebih berperan sebagai pengawas, mediator dan fasilitator (mengalokasikan dana melalui mekanisme yang ditetapkan) dalam pelaksanaan penanaman diserahkan dan dikelola kepada pemegang proyek yang anggotanya adalah masyarakat Bontang Kuala sendiri dengan cara upah.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Memperhatikan kondisi di lapangan di dalam konservasi hutan mangrove di dukung oleh banyak item. Dan dari faktor penghambat di sini masih bisa di atasi dengan baik.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang  peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dalam konservasi hutan mangrove di kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dapat disimpulkan sebagai berikut :.
Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pertanian dalam Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, yaitu sudah cukup baik.

Pembinaan yang ada sudah cukup baik. Pembinaan yang di lakukan membantu masyarakat sekitar didalam bidang perekonomian dan dengan adanya Pelatihan Peengkaderan Peduli Hutan Mangrove memiliki manfaat sendiri membantu masyarakat dapat mengetahui pentingnya hutan mangrove serta upaya-upaya pencengahan kerusakan hutan mangrove. Pelaksanaan pembinaan dalam pemanfaatan lahan di lingkungan Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pertanian sudah optimal untuk melakukan pemanfaatan lahan yang ada di Kelurahan Berbas Pantai. Program yang di lakukan melalui Program kebun bibit raya (KBR) secara rutin dalam pemanfaatan dan dalam lahan-lahan penanaman mangrove. Program yang ada mempunyai dasar, dan landasan hukum. Pembinaan juga di bantu oleh perusahaan yang ada di Bontang yakni PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak. Yang mana pembinaan yang di lakukan mampu membantu perekonomian masyarakat di Berbas Pantai.

Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dalam progran rehabilitasi hutan mangrove kurang maksimal, hanya lebih berperan sebagai fasilitator dan pengontrol (mengalokasikan dan melalui mekanisme yang ditetapkan), dalam pelaksanaan penanaman diserahkan dan dikelola kepada pemegang proyek atau pihak ketiga yang anggotanya adalah masyarakat Berbas Pantai sendiri dengan cara diupah sehingga tidak ada kelanjutan atau kegiatan pemeliharaan setelah penanaman selesai.
Kebijakan Pemerintah Kota Bontang dalam menanami persoalan lingkungan dengan program bidang lingkungan hidup khususnya Perda No. 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan mangrove,Sumber daya manusia, masyarakat, APBD Provinsi dan Dinas Kehutanan. Dan  menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Berbas Pantai adalah pelaksanaan dari bentuk –bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian tidak terlaksana dengan baik. Hal ini di indikasikan:
a. Rendahnya penegakan hukum.

Rendahnya  penegakan hukum Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian harus bekerja sama dengan kepolisian atau polisi kehutanan. Di berikannya sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ada. Karena seperti yang kita ketahui kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.

b. Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat.

Pembinaan yang ada sudah cukup baik. Pembinaan yang di lakukan membantu masyarakat sekitar didalam bidang perekonomian dan dengan adanya Pelatihan Peengkaderan Peduli Hutan Mangrove memiliki manfaat sendiri membantu masyarakat dapat mengetahui pentingnya hutan mangrove serta upaya-upaya pencengahan kerusakan hutan mangrove.

c. Tidak adanya pengawasan dan kelanjutan setelah bibit pohon mangrove  yang     ditanam. 

Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian sebaiknya memberikan pengawasan kepada masyarakat minimal 1 bulan sekali. Dengan adanya pengawasan yang di berikan dapat mengontrol hutan mangrove yang ada.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Peran Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dalam Konservasi Hutan Mangrove di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, mengingat pentingnya peran dan manfaat hutan mangrove dari kehidupan masyarakat Bontang, maka:

Pemerintah harus meningkatkan upaya dan peran serta dalam Rendahnya  penegakan hukum Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian harus bekerja sama dengan kepolisian atau polisi kehutanan. Di berikannya sanksi tegas kepada masyarakat yang melanggar peraturan yang telah ada. Karena seperti yang kita ketahui kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada.

Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian harus meningkatkan upaya dan peran serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui inplementasi kebijakan pemerintah Kota Bontang. Selain itu Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian perlu memberkan pembinaaan baik itu sosial ekonomi maupun mata pencarian alternatif bagi masyarakat Berbas Pantai.

Dalam proses rehabilitasi hutan mangrove, perlunya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pelaksanaan dari awal kegiatan hingga pengawasan bibit pohon yang telah ditanam (pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat) serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang hutan mangrove. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian dan masyarakat perlu menciptakan zona-zona khusus yang secara sruktur sangat strategis dan berpotensi relatif tinggi yang menjadi sumber dampak terhadap fungsi kawasan dan pusat pertumbuhan masyarakat. Zona-zona yang telah direncanakan terdiri dari zona perlindungan kawasan, zona pemanfaatan ekosistem dan zona industri atau pengelolaan mangrove.

Untuk melestarikan dan merawat hutan mangrove tersebut perlu peran serta dan tanggungjawab dari seluruh komponen masyarakat. 
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